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ABSTRAK : Bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  8B Peraturan    Komisi    Pemilihan    Umum 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15  Tahun  2020  tentang   Tahapan,   Program  dan Jadwal  

Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; 

 Bahwa  berdasarkan  Surat  Dinas  Komisi  Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

441/PL.02- SD/01/KPU/VI/2020  tanggal  12  Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungtan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 

2020; 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana  telah  

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum       

Republik Indonesia Nomor   3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen   Pemilihan   Aceh,   dan Komisi 

Pemilihan     Umum/Komisi     Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan 

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,  dan  Kelompok   

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali  

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  13 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua atas   Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum Nomor 3  

Tahun  2015  tentang  Tata  Kerja  Komisi Pemilihan Umum, Komisi     Pemilihan     Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi     



Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1498);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 

2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 716); 

 Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 57/HK.03.1-

Kpt/2103/Kab/VI/2020  diatur tentang : 

 Menetapkan Pengaktifan   kembali   masa   kerja   Panitia Pemungutan Suara Se-

Kabupaten     Natuna     untuk Pemilihan Serentak   Gubernur   dan   Wakil   Gubernur 

Kepulauan Riau,   Bupati   dan   Wakil   Bupati   Natuna Tahun 2020, Pengaktifan   kembali   

masa   kerja   Panitia   Pemungutan Suara Se-Kabupaten   Natuna  yang telah 

ditetapkan dengan Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Natuna Nomor 

33/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020 sampai dengan Nomor 47/HK.03.1-

Kpt/2103/Kab/III/2020, Masa  kerja  Panitia  Pemungutan  Suara  Se-Kabupaten Natuna 

terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari  2021. 

 CATATAN -  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2020. 

 

- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 

48/HK.03.1.Kpt/2103/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan  Pemilihan  Bupati  

dan  Wakil  Bupati  Natuna Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran 

Covid-19 

 


